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ABSTRAK

Muhammad Aldi Elfandi Rahman. 180102030363. Kewenangan Kelurahan
dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) Perspektif
Hukum Tata Negara. Skripsi. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
dan (Il) Ergina Faralita, S.H., M.H. Program Studi Hukum Tatanegara,
Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: SIKM, Kewenangan Kelurahan, Hukum Tata Negara.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 melarang
masyarakat mudik Hari Raya pada tahun 2021. Hal ini dituangkan melalui Surat
Edaran (SE) No. 13 Tahun 2021. Terdapat pengecualian dalam larangan ini kepada
beberapa pihak yang musti melakukan perjalanan mudik karena alasan tertentu. Jika
pihak ini memenuhi ketentuan, maka mereka akan mendapatkan Surat 1zin
Keterangan Mudik (SIKM) yang dikeluarkan oleh kelurahan.

Penelitian ini  bertujuan mempelajari ketentuan penerbitan SIKM
sebagaimana diatur dalam SE No. 13 Tahun 2021. Kata ‘ketentuan’ di sini
mencakup pemegang kewenangan pembuat SIKM dan syarat-syarat yang
diperlukan untuk mendapatkannya. Penelitian ini juga menganalisis ketentuan
tersebut dari perspektif Hukum Tata Negara.

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum
yang mengandalkan bahan pustaka, khususnya, bahan hukum yang berkategori
primer, sekunder dan tersier. Peneliti lalu menjabarkan dan menganalisis data-data
yang didapatkan secara deskriptif-kualitatif.

Peneliti menemukan bahwa Lurah/ Kepala Desa berwenang menerbitkan
SIKM bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja,
sebagaimana dinyatakan dalam SE No. 13 Tahun 2021, bagian G, poin ke-3, huruf
¢ dan d. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIKM dari pihak
kelurahan, yaitu pengantar RT dan RW, pernyataan yang bertanda-tangan dan
materai, Salinan KTP dan KK, alasan yang jelas dan keterangan negatif Covid-19.
Ini terdapat dalam SE yang sama pada bagian G, poin ke-6. Alasan yang dapat
diterima untuk mendapatkan SIKM dari kelurahan antara lain: Mengunjungi
keluarga yang meninggal atau sakit, perempuan yang tengah mengandung atau
pendampingnya dan perempuan yang akan melahirkan beserta pendampingnya.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemberian kewenangan kepada
Lurah untuk menerbitkan SIKM masih sesuai dengan pengaturan mengenai tugas
dan fungsi kelurahan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 73 Tahun
2005 pasal 5 ayat 1, yang menyatakan bahwa kelurahan bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan dimaksud termasuk juga
penerbitan surat-surat yang masyarakat perlukan, termasuk SIKM yang diatur pada
tahun 2021. Dengan demikian tidak ada kerancuan atau pelanggaran ketatanegaraan
dalam pemberian wewenang kepada kelurahan untuk pelayanan ini.
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Maka, sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan.!

!Quran kementerian Agama: Q.S. Al-Insyirah ayat, 5-6.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan

0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba B Be

< ta’ T Te

< sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

d ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 zal z zet (dengan titik di atas)
J ra’ R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
g Syin Sy es dan ye
ol sad s es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)

vii



] ta’ t te (dengan titik di bawah)
5 za’ z zet (dengan titik di bawah)
I ‘ain ‘ koma terbalik di atas

& Gain G Ge

o fa’ F Ef

it Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L ‘el

& Mim M ‘em

O Nun N ‘en

3 Waw W We

° ha’ H Ha

s hamzah 5 Apostrof

¢ ya’ Y Ye

I1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

iSia Ditulis Mutakabbir
g8l Ditulis al-quddus

I11.Ta’ marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

daala Ditulis Jami’ah
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-

dgika Ditulis Maktabah

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka
ditulis dengan h
dliaal) dsgal) Ditulis al-maktabah al-jamilah

IVV.Vokal pendek

Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
Dammah Ditulis U
S Fathah Ditulis Syakara
(B Kasrah Ditulis quri’a
Gl Dammah Ditulis Yantiqu
V. Vokal panjang
fathah + alif ditulis a
' alals ditulis kamilah
fathah + ya mati ditulis a
i e ditulis Salla
kasrah + ya mati ditulis 7
: Lad ditulis syadid
4 | dammah + wawu mati ditulis U




Jgka ditulis Sudur

VI. Vokal rangkap

fathah + ya mati ditulis Ai
' TS ditulis Ruwaidun
fathah + wawu mati ditulis Au
? WY 63 e By Ditulis wa fir’auna zi al-autad

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

[FERRC IR Ditulis a’antum asyaddu khalgan

VIlI. Kata sandang alif+lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

o)A Ditulis al-Qur’an

] Ditulis al-kitab

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

raall Ditulis as-subhu

3_abludl Ditulis as-sahirah

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

Cuall o) Ditulis birru al-walidaini

cadad) 13 Ditulis Iza asy-syamsu
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